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KATA PENGANTAR 

 

             Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar 

yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan srategis untuk diimplementasikan oleh 

seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan 

integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain 

untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.              

Undang – Undang Nomor 25 Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

mengamanatkan agar SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra)  beserta perubahannya, 

sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun. Dalam rangka melaksanakan 

ketentuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai menyusun 

Renstra tahun 2016 – 2021, yang mencakup Visi, Misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program 

dan kegiatan.             

Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi 

dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan 

bidang komunikasi dan informatika untuk kurun waktu lima tahun 2016 – 2021. Dengan 

demikian, semua kegiatan yang dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan.            

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran 

pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan 

kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan 

tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan IPTEK, dan tantangan pembangunan ke depan, 

materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam 

pelaksanaannya.  

Sei Rampah,                                     2017 

KEPALA DINAS, 

 

H. IKHSAN, AP 

Pembina Tk. I  

NIP. 19750511 199311 1 001 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau yang sering 

disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah. Dalam peraturan ini diatur tentang kewajiban Pemerintah 

Daerah untuk menyusun Dokumen-Dokumen Perencanaan seperti Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dan Rencana Kerja Pemerintah  Daerah (RKPD), dimana Dokumen Perencanaan yang disusun 

harus berpedoman kepada Dokumen-Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat. 

Unit-unit kerja yang terdapat pada struktur organisasi Pemerintah Daerah juga 

diwajibkan menyusun Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Rencana 

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Dokumen-Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun harus 

berpedoman kepada Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. 

Sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah tersebut, tergambar bahwa Perencanaan 

Pembangunan Daerah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perencanaan 

Pembangunan Pemerintah. Perencanaan  Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari 

Perencanaan Pembangunan Pemerintah yang disesuaikan dengan spesifik lokasi daerah tersebut. 

Untuk memenuhi amanat tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Serdang Bedagai sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Serdang Bedagai berkewajiban untuk menyusun Dokumen Rencana Strategisnya. 

Dokumen Renstra yang disusun haruslah berpedoman kepada Dokumen Perencanaan yang di 

atasnya, sebagaimana diamanatkan. 



Renstra berfungsi sebagai pengendali dalam mempergunakan semua sumber daya yang 

dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi dan manajemen, agar berlangsung secara 

efektif dan efisien. 

Renstra juga dapat memih dan menentukan strategi sebagai pendekatan yang logis, 

rasional dan sistematis yang menjadi acuan untuk mempermudah perumusan dan pelaksanaan 

Rencana Kerja (Renja). 

Strategi yang dipilih dan disepakati dapat memperkecil dan bahkan meniadakan 

perbedaan dan pertentangan pendapat dalam mewujudkan keunggulan yang terarah pada 

pencapaian tujuan strategis. 

Selain itu dalam perumusan Renstra menuntut semua yang terkait untuk ikut 

berpartisipasi, yang berdampak pada meningkatnya perasaan ikut memiliki (sense of belonging) 

dan perasaan ikut bertanggung jawab (sense of responsibility). 

Pengimplementasian Renstra pada organisasi Publik (pemerintahan) sebagaimana 

diuraikan manfaatnya di atas, tidaklah menjadi jaminan kesuksesan pencapaian keberhasilan, 

akan tetapi kesuksesan akan keberhasilan tergantung pada SDM atau pelaksananya. 

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Bupati Serdang Bedagai. Kepala Dinas mempunyai tugas dan 

kewajiban membantu Bupati Serdang Bedagai dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengelolaan Informasi dan Komunikasi dalam hal pengelolaan informasi dan komunikasi 

publik serta kehumasan dan layanan informasi publik. 

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi, perlu dilakukan 

upaya dalam menyiasati tuntutan perubahan struktur maupun kultur, untuk itu Kepala Dinas 

dituntut untuk senantiasa tetap meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. 

 

1.2.Landasan Hukum 



Landasan pokok Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah : 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara; 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021; 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016-2021 adalah membuat suatu landasan dan pedoman bagi 

Dinas Komunikasi dan Informatika  Kabupaten Serdang Bedagai dalam merencanakan 

pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

Secara rinci tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan 

Informatika  Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016-2021 adalah untuk menjamin keterkaitan 

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan demi 

terwujudnya visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai. 



1.4.Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang 

Bedagai Tahun 2016-2021 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

Bab  I Pendahuluan 

Bab  II Gambaran Pelayanan SKPD  

Bab  III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Bab  IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Bab  V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan 

Pendanaan Indikatif 

Bab VI Penutup 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

 

2.1.  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Serdang Bedagai 

 Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, 

susunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas : 

a) Kepala Dinas  

1. Sekretariat: 

a) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; 

b) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

a) Seksi Pemberitaan dan Kemitraan Media; 

b) Seksi Dokumentasi dan Publikasi; 

c) Seksi Kehumasan, Layanan Informasi dan Komunikasi Publik. 

3. Bagian Penyelenggaraan E-Government 

a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi; 

b) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi; 

c) Seksi Layanan E-Government. 

b) Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 1.  

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Serdang Bedagai 
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 Berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian 

Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Tugas dan Fungsi 

Jabatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut : 

I. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Dinas Kominfo Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas membantu Bupati Serdang 

Bedagai melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang 

menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Tugas Pembantuan yang di 

tugaskan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

Fungsi : 

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi 

dalam hal pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta kehumasan dan layanan 

informasi publik; 

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan e-government dalam 

hal infrastruktur dan teknologi, pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi serta 

layanan e-government. 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam bidang  pengelolaan informasi dan 

komunikasi serta penyelenggaraan e-government. 

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang 

Bedagai; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Komunikasi dan informatika yang diberikan 

oleh Bupati Serdang Bedagai. 

II. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas   
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Tugas Pokok :  

 Memimpin pelaksanaan tugas dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang 

komunikasi dan informatika dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas 

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten serta mengkoordinasikan, 

merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, evaluasi dan 

melaporkan seluruh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan 

kewenangannya.   

Fungsi :  

1) Penyusunan program kerja dan penanggung jawab pelaksanaan tugas  di bidang 

komunikasi dan informatika.  

2) Penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan laporan pelaksanaan tugas 

bidang komunikasi dan informatika.  

3) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pengelolaan informasi dan 

komunikasi serta penyelenggaraan e-Governmnet yang meliputi bidang pengelolaan 

opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk 

mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas 

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan 

layanan kehumasan, layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre 

dan TIK pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi 

intra pemerintah Provinsi dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan 

manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan 

pengelolaan aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi, integrasi 

layanan publik dan kepemerintahan dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City 
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serta penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, 

pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat serta layanan 

nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Kabupaten. 

4) Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta 

penyelenggaraan e-Government yang meliputi bidang pengelolaan opini dan aspirasi 

publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung 

kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan 

pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan 

kehumasan, layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK 

pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra 

pemerintah Provinsi dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan 

manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan 

pengelolaan aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi, integrasi 

layanan publik dan kepemerintahan dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City 

serta penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, 

pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat serta layanan 

nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Kabupaten. 

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi 

serta penyelenggaraan e-Government yang meliputi bidang yang meliputi pengelolaan 

opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk 

mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas 

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya 
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komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan 

layanan kehumasan, layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre 

dan TIK pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi 

intra pemerintah Provinsi dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan 

manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan 

pengelolaan aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi, integrasi 

layanan publik dan kepemerintahan dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City 

serta penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, 

pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat serta layanan 

nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Kabupaten.  

6) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

7) Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten. 

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan  Bupati.  

  

b. Uraian Tugas :  

1) Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;  

2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;  

3) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan lancar dan tertib;  

4) Menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan serta laporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan kebijakan daerah, peraturan perundangundangan dan hasil evaluasi 

sebelumnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;  

5) Merumuskan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta 

penyelenggaraan e-Governmnet yang meliputi bidang yang meliputi pengelolaan opini 
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dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk 

mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas 

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan 

layanan kehumasan, layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre 

dan TIK pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi 

intra pemerintah Provinsi dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan 

manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan 

pengelolaan aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi, integrasi 

layanan publik dan kepemerintahan dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City 

serta penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, 

pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat serta layanan 

nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Kabupaten;  

6) Melaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta 

penyelenggaraan e-Governmnet yang meliputi bidang yang meliputi pengelolaan opini 

dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk 

mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas 

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan 

layanan kehumasan, layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre 

dan TIK pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi 

intra pemerintah Provinsi dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan 

manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan 

pengelolaan aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi, integrasi 
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layanan publik dan kepemerintahan dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City 

serta penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, 

pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat serta layanan 

nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Kabupaten;  

7) Melaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bidang pengelolaan informasi dan 

komunikasi serta penyelenggaraan e-Governmnet yang meliputi bidang yang meliputi 

pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan 

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan 

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi 

publik dan layanan kehumasan, layanan infrastruktur dasar data centre, disaster 

recovery centre dan TIK pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan 

sistem komunikasi intra pemerintah Provinsi dan layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang 

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan dan penyelenggaraan 

ekosistem TIK Smart City serta penyelenggaraan Government Chief Information 

Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan 

Masyarakat serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan 

publik dan kegiatan Kabupaten;  

8) Melaksanakan pembinaan teknis dan kerjasama dengan instansi terkait guna 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sesuai dengan norma, prosedur dan 

kewenangan yang ditetapkan;  
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9) Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait 

baik tingkat pusat, propinsi dan daerah sesuai dengan sesuai dengan norma, prosedur 

dan kewenangan yang ditetapkan;  

10) Menyusun Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan 

keuangan sebagai pembiayaan oprasional kegiatan serta pertanggungjawaban;  

11) Menyusun Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) dinas sebagai pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi 

dan tujuan organisasi;  

12) Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan bahan laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati sesuai tugas dan fungsinya;  

13) Melaporkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan  yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung 

jawaban pelaksanaan tugas;  

14) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang 

perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;  

15) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan 

SKP;  

16) Melaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 

17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.  

   

III. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretaris   

 a. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris   

  Tugas Pokok :  

Memimpin pelaksanaan tugas sekretariat dalam menyusun program dan melaksanakan  

pengelolaan  urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, ketatausahaan dan 
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ketatalaksanaan, administrasi umum, kearsipan, perlengkapan, administrasi kepegawaian 

internal, pengolahan data dan informasi kepegawaian dan membantu Kepala Dinas  

dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas badan serta 

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.     

Fungsi :  

1) Penyusunan program kerja kesekretariatan  

2) Pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, 

urusan rumah tangga dan ketatausahaan.  

3) Pengelolaan urusan sistem informasi dan database kepegawaian, pengolahan data dan 

informasi kepegawaian, kearsipan dan dokumentasi  

4) Pengelolaan administrasi kepegawaian internal dan pelaksanaan pengelolaan urusan 

keuangan dan perlengkapan.  

5) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas-tugas bidang 

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

  

b. Uraian Tugas :  

1) Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;  

2) mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;  

3) memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan lancar dan tertib;  

4) Menyusun rencana kegiatan operasional berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi 

sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;  

5) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman, dan 

petunjuk teknis di bidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  
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6) Mengkoordinasikan, mengumpulkan bahan dan melaksanakan  penyusunan Rencana 

Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah sesuai visi dan misi organisasi;  

7) Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan bahan 

laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati sesuai tugas dan fungsinya;  

8) Melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai rencana 

strategis, kondisi dan hasil kerja  sebagai pedoman, tolak ukur dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

9) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan, administrasi umum, 

surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan.; 

10) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan yang terdiri dari analisa kebutuhan, 

penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi dan administrasi keuangan lainnya, serta 

pelaporan dan pertanggung jawaban; 

 11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian internal; 

12) Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas 

bidang 

13) Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan urusan 

kepegawaian, keuangan, administrasi surat menyurat, perlengkapan dan kearsipan;  

14) Melaporkan hasil pelaksanaan  dan evaluasi kegiatan  yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung 

jawaban pelaksanaan tugas; 

15) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa sesuai kewenangan;  

16) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam pengambilan keputusan;  

17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.  
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III.1. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

1) Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;  

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk 

dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;  

3)  Menyusun program kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan 

ketentuan peraturan perundangundangan;  

4)  Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas 

sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;  

5)  Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang  tugasnya,  memberi petunjuk 

dan arahan guna peningkatan  kelancaran pelaksanaan tugas;  

6)  Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang di 

lingkungan Badan Kepegawaian Daerah untuk mendapatkan masukan, informasi guna 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;  

7)  Menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

8)  Menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan 

tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, dan kearsipan, 

serta pengelolaan administrasi kepegawaian;  

9)  Membuat laporan rutin tentang data kepegawaian, budgeting, peremajaan pegawai, 

daftar urut kepangkatan, nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi 

terciptanya tertib administrasi kepegawaian;  

10) Menyiapkan bahan penyusunan dan pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Pemerintah Daerah;  

11) Menyiapkan bahan bezeting dan pengolahan data Aparatur Sipil Negara dalam rangka 

perencanaan dan pengembangan pegawai;  
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12) Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan penyusunan sistem dan data base informasi 

kepegawaian serta pelayanan data dan informasi kepegawaian;  

13) Melakukan pengelolaan dan pengembangan data kepegawaian berbasis teknologi 

informasi; 

14) Menyelenggarakan penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan dan digitalisasi arsip 

dan dokumen kepegawaian;  

15) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas 

bawahan;  

16) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan;  

17) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.  

 

III.2. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan   

1) Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan.  

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,  memberi petunjuk 

dan arahan guna peningkatan  kelancaran pelaksanaan tugas;  

3) Menyusun program kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas 

sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;  

5)  Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang di 

lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan masukan, 

informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 
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6) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran / dokumen 

pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sesuai 

ketentuan peraturan perundangundangan;  

7) Menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing 

Bidang, Seksi, dan Subbagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  

8) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban 

Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  

9) Melaksanakan pengelolaan, koordinasi, menyiapkan bahan proses pencairan dana dan 

pelayanan administrasi keuangan;  

10) Meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung, pengadaan barang dan 

jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh 

pejabat pelaksana teknis kegiatan;  

11) Meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran uang persediaan,  surat 

permintaan pembayaran ganti uang, surat permintaan pembayaran tambahan uang, 

surat permintaan pembayaran langsung  gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil  serta 

penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran;  

12) Melaksanakan verifikasi surat permintaan pembayaran dan menyiapkan surat perintah 

membayar;  

13) Melaksanakan akuntansi satuan kerja perangkat daerah;  

14) Menyiapkan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah  yang meliputi laporan 

realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; 
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15) Menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-

masing Bidang, Seksi, dan Subbagian sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan kegiatan;  

16) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas 

bawahan;  

17) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan;  

18) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.  

  

IV. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik  

 a) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. 

 Tugas Pokok :  

Membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bidang informasi dan 

komunikasi publik meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi 

untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan 

pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik 

dan penyediaan akses informasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan 

penyediaan akses informasi dalam hal pemberitaan, dokumentasi dan publikasi, menjalin 

kemitraan dengan media, pelayanan kehumasan, informasi dan komunikasi  publik.  

  Fungsi :  

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, 

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, penyediaan 
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konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dalam hal pemberitaan, 

dokumentasi dan publikasi, menjalin kemitraan dengan media, pelayanan kehumasan, 

informasi dan komunikasi  publik;  

2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, 

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, penyediaan 

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dalam hal pemberitaan, 

dokumentasi dan publikasi, menjalin kemitraan dengan media, pelayanan kehumasan, 

informasi dan komunikasi  publik;  

3)  Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di 

bidang pengelolaan pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk 

mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan 

pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik dan penyediaan akses informasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik dan penyediaan akses informasi dalam hal pemberitaan, dokumentasi dan 

publikasi, menjalin kemitraan dengan media, pelayanan kehumasan, informasi dan 

komunikasi  publik;  

4)  Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini 

dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 

kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, 

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi 

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi 
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dalam hal pemberitaan, dokumentasi dan publikasi, menjalin kemitraan dengan media, 

pelayanan kehumasan, informasi dan komunikasi  publik;  

5)  Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, 

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, penyediaan 

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dalam hal pemberitaan, 

dokumentasi dan publikasi, menjalin kemitraan dengan media, pelayanan kehumasan, 

informasi dan komunikasi  publik; 

6)  Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan 

kebijakan serta evaluasi pelaporan pengelolaan Bidang Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik; 

7)  Pengaturan tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan 

tertib;  

8)  Peningkatan SDM Komunikasi dan Informatika bidang Bidang Pengelolaan Informasi 

dan Komunikasi Publik;   

9)  Perencanaan dan menyiapkan rencana strategi serta LAKIP Bidang Bidang Pengelolaan 

Informasi dan Komunikasi Publik; 

10)  Pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;  

11)  Penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu 

diambil dengan ketentuan yang berlaku; 

12)  Pelaksanaan penilaian dan eavaluasi tugas bawahan sebagai bahan dalam pembuatan 

SKP.   

 b. Uraian Tugas :  

1) Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;  
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2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;  

3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,  memberi petunjuk dan 

arahan guna peningkatan  kelancaran pelaksanaan tugas;  

4) Melaksanakan pengembangan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, 

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, penyediaan 

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dalam hal pemberitaan, 

dokumentasi dan publikasi, menjalin kemitraan dengan media, pelayanan kehumasan, 

informasi dan komunikasi  publik;  

5) Mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan 

kebijakan serta evaluasi pelaporan pengelolaan Bidang Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik;  

6) Menyiapkan rencana strategi serta LAKIP Bidang Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik; 

7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya 

kepada atasan;  

8) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu 

diambil dengan ketentuan yang berlaku;  

9) Melakukan penilaian dan eavaluasi tugas bawahan sebagai bahan dalam pembuatan SKP;  

10) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

   

IV.1. Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberitaan dan Kemitraan Media : 

1) Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;  

2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;  
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3)  Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan 

arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;  

4) Mengumpulkan, mengolah, menyiapkandan menyajikan bahan / data untuk penyusunan 

pedoman teknis pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna 

memperjelas kebijakan pimpinan Pemerintah Daerah serta mendistribusikan bahan-bahan 

penerbitan;  

5) Mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan 

dan penyempurnaan standar informasi dan pemberitaan / penyiaran yang perlu 

disampaikan kepada masyarakat;  

6) Mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyajikan bahan / data kegiatan 

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk dipublikasikan sesuai ketentuan;  

7) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi yang perlu disampaikan kepada 

Bupati dan masyarakat sesuai ketentuan;  

8) Melaksanakan  kegiatan pelayanan press realase, pelayanan informasi melalui mass 

media; 

9) mengembangkan hubungan kerjasama kemitraan dengan media dan insan pers;  

10) Melaksanakan pendataan wartawan daerah;mengikuti dan meliputi kunjungan kerja / 

kegiatan Bupati ke lapangan;  

11) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada 

atasan;  

12) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang 

perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;  

13) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan 

SKP;  

14) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
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IV.2. Uraian Tugas Kepala Seksi Dokumentasi dan Publikasi : 

1) Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;  

2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;  

3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan 

arahan guna peningkatan  kelancaran pelaksanaan tugas;  

4) Mengumpulkan, mengelola, menyiapkan dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan 

dan penyempurnaan standar pendokumentasian  dan pempublikasian informasi;  

5) Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan perekaman dan penyajian data, 

pameran dan pemeliharaan dokumentasi;  

6) Melaksanakan pengumpulan bahan/data pendokumentasian untuk pempublikasian 

kegiatan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang telah dan akan diterbitkan mass 

media;  

7) Menghimpun dan melaksanakan tugas-tugas pemotretan / shooting kegiatan Pemerintah 

Kabupaten Serdang Bedagai untuk bahan pelayanan informasi dan publikasi;  

8) Memantau dan melaksanakan kegiatan kliping pers secara rutin sebagai bahan evaluasi 

kepada pimpinan daerah sesuai strandar / ketentuan yang ditetapkan;  

9) Melaksanakan pendataan pertumbuhan penerbitan pers dan non pers yang beredar di 

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;  

10) Melaksanakan pelayanan pendistribusian penerbitan pers (surat kabar, majalah dan 

sejenisnya) kepada pimpinan daerah;  

11)  Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada 

atasan;  

12)  Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang 

perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;  
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13)  Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan 

SKP;  

14) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

  

IV.3. Uraian Tugas Kepala Seksi Kehumasan, Layanan Informasi dan Komunikasi Publik   

1)  Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;  

2)  Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;  

3)  Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan 

arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas; 

4) Mengumpukan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan 

kebijakan serta evaluasi pelaporan pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi 

publik serta layanan kehumasan;  

5) Melaksanakan penyediaan pelayanan informasi dan komunikasi publik serta layanan 

kehumasan;  

6)   Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada 

atasan; 

7)  Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang 

perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;  

8)  Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan 

SKP;   

9)  Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

  

V. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government  

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government  
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Tugas Pokok :  

Membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bidang penyelenggaraan            

e-Government meliputi layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre 

dan TIK Pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra 

Pemerintah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data 

dan informasi egovernment, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief 

Information Officer (GCIO) Pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah 

Provinsi dan masyarakat serta layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.  

Fungsi :  

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data centre, 

disaster recovery centre dan TIK Pemerintah, layanan akses internet dan intranet, 

layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem 

TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

Pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan masyarakat serta 

layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Kabupaten.  

2)  Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data 

centre, disaster recovery centre dan TIK Pemerintah, layanan akses internet dan intranet, 

layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan keamanan informasi e-
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Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem 

TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

Pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan masyarakat serta 

layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Kabupaten.  

3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di 

bidang layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK 

Pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra 

Pemerintah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen 

data dan informasi eGovernment, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi 

generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah, pengembangan sumber 

daya TIK pemerintah Provinsi dan masyarakat serta layanan nama domain dan 

subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.  

4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di layanan infrastruktur 

dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK Pemerintah, layanan akses internet 

dan intranet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan keamanan 

informasi eGovernment, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem 

TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

Pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan masyarakat serta 
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layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Kabupaten.  

5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data centre, 

disaster recovery centre dan TIK Pemerintah, layanan akses internet dan intranet, 

layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem 

TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

Pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan masyarakat serta 

layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Kabupaten.  

6) Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan 

kebijakan serta evaluasi pelaporan Bidang Peneyelenggaraan e-Government.  

7) Pengaturan tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan 

tertib.  

8) Peningkatan SDM Komunikasi dan Informatika Bidang Peneyelenggaraan e-

Government. 

9) Perencanaan dan menyiapkan rencana strategi serta LAKIP Bidang Penyelenggaraan                

e-Government. 

10)  Pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan.  

11)  Penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu 

diambil dengan ketentuan yang berlaku .  

12) Pelaksanaan penilaian dan eavaluasi tugas bawahan sebagai bahan dalam pembuatan 

SKP.   
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b. Uraian Tugas :  

1) Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;  

2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;  

3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,  memberi petunjuk dan 

arahan guna peningkatan  kelancaran pelaksanaan tugas;  

4) Melaksanakan pengembangan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data 

centre, disaster recovery centre dan TIK Pemerintah, layanan akses internet dan intranet, 

layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem 

TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

Pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan masyarakat serta 

layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Kabupaten;  

5) Mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan 

kebijakan serta evaluasi pelaporan Bidang Penyelenggaraan eGovernment;  

6) Menyiapkan rencana strategi serta LAKIP Bidang Penyelenggaraan eGovernment;  

7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya 

kepada atasan;  

8) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu 

diambil dengan ketentuan yang berlaku;  

9) Melakukan penilaian dan eavaluasi tugas bawahan sebagai bahan dalam pembuatan 

SKP;  

10) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
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 V.1. Uraian Tugas Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi : 

1) Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;  

2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;  

3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan 

arahan guna peningkatan  kelancaran pelaksanaan tugas;  

4) Mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur 

dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan akses internet dan intranet, 

layanan sistem komunikasi intra pemerintah Provinsi serta layanan keamanan informasi 

e-Government;  

5) Melaksanakan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, 

layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah 

Provinsi serta layanan keamanan informasi e-Government;  

6) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada 

atasan 

7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang 

perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;  

8) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan 

SKP;   

9) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

  

V.2. Uraian Tugas Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi : 

1) Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;  

2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;  
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3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang  tugasnya,  memberi petunjuk 

dan arahan guna peningkatan  kelancaran pelaksanaan tugas;  

4) Mengumpukan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan 

kebijakan serta evaluasi pelaporan pelaksanaan layanan manajemen data dan informasi 

eGovernment, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan 

suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan serta 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;  

5) Melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan layanan manajemen data dan 

informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan 

serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;  

6) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada 

atasan;  

7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang 

perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;  

8) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan 

SKP;   

9) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

  

V.3. Uraian Tugas Kepala Seksi Layanan E-Government :  

1) Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;  

2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya; 

 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang  tugasnya,  memberi petunjuk 

dan arahan guna peningkatan  kelancaran pelaksanaan tugas;  
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4) Mengumpukan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan 

kebijakan serta evaluasi pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Government Chief 

Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah 

Provinsi dan masyarakat serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;  

5) Melaksanakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan masyarakat serta 

layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Kabupaten;  

6) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada 

atasan;  

7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang 

perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;  

8) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan 

SKP;  

9) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

  

2.2.  Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai 

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 30  pegawai, dengan rincian PNS sebanyak 

18 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 12 Orang. 

Rincian Jumlah pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Jumlah Tenaga Kontrak dapat 

di lihat pada tabel-tabel di bawah ini : 
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Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan 

No Uraian Eselon II Eselon III Eselon IV Staf Jumlah 

1. Kepala Dinas 1    1 

2. Sekretariat  1 2 2 5 

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 

Publik 

 1 3 2 6 

4. Bidang Penyelenggaraan E-Government  1 3 2 6 

  18 

 

Tabel 2.2. Jumlah Tenaga Kontrak 

No Uraian Jumlah 

1. Dinas Kominfo 7 

2. Radio Sergai FM 5 

  12 

 

Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Serdang Bedagai terdapat 22,22% pegawai PNS yang memiliki gelar  

Strata-2,  66,67% pegawai PNS yang memiliki gelar Strata-1, 11,11% pegawai PNS yang tamat 

SLTA. 

Adapun rincian pegawai dengan tingkat pendidikan pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Serdang Bedagai dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Uraian S2 S1 D III SLTA Jumlah 

1. Kepala Dinas  1   1 

2. Sekretariat  4  1 5 

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 

Publik 

4 2   6 

4. Bidang Penyelenggaraan E-Government  5  1 6 

  18 
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2.3.  Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang 

Bedagai 

 Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Serdang Bedagai periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2010-2015 dapat 

diketahui dari tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang 

Bedagai yang sebelumnya masih Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten 

Serdang Bedagai berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2010-2015 menurut indikator kinerja 

pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut : 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

 Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan 

dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas untuk melengkapi 

tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan 

bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu 

strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi. 

 

III.1.  Identifikasi     Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai 

 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang diberi kewenangan dalam hal : 

a. Melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi 

kewenangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 

b. Melaksanakan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Serdang 

Bedagai 

 Dalam menjalankan kewenangan tersebut Dinas Komunikasi dan Informtaika 

Kabupaten Serdang Bedagai masih menemui beberapa permasalahan dalam melaksanakan Tugas 

dan Fungsi tersebut. 

 Adapun permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain adalah : 

1. Masih Rendahnya Masyarakat dalam pemanfaatan TIK   

2. Terbatasnya Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat  



36 

 

3. Terbatasnya Sarana dan prasarana Komunikasi penunjang operasional pemerintah  

4. Kewenangan dalam menangani jasa pos dan telekomunikasi  

5. Terbatasnya Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK  

6. Belum adanya Jaminan keamanan sistem TIK  

7. Belum terintegrasimya  sistem pelayanan publik  

8. Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi  

9. Belum meratanya distribusi infrastruktur jaringan  

10. Adanya Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat  

11. Masih terbatasnya Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government  

12. Terbatasnya Lembaga maupun institusi pendidikan di Serdang Bedagai yang bergerak di 

bidang TIK  

13. Terbatasnya Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat  

14. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur yang masih rendah pada bidang tertentu, seperti dalam 

bidang TIK. 

15. Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten belum terintegrasi 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok 

membantu Kepala Daerah dalam bidang Komunikasi dan Informatika adalah faktor internal dan 

eksternal Dinas Kominfo. 

 Adapun faktor internal yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Serdang Bedagai antara lain : 

a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai baru terbentuk pada tahun 

2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 
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Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Serdang Bedagai. 

b. Jumlah aparat yang masih terbatas dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi 

tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; 

c. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak 

maksimalnya hasil koordinasi; 

d. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja; 

e. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang 

terpadu, efektif dan efesien. 

f. Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik 

g. Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat 

h. Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik 

i. Pengembangan infrastruktur TIK    

j. Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi 

 

 Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Serdang Bedagai adalah : 

a. Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat 

b. Lembaga maupun institusi pendidikan di Serdang Bedagai yang bergerak di bidang TIK 

c. Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi 

d. Terbatasnya kewenangan daerah dalam penyelenggaraan jasa Pos dan Telekomunikasi 

 Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun 

analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD lima tahun 

mendatang maka didapatkan sejumlah rumusan isu strategis, sebagaimana yang tersajikan dalam 

tabel III.1 
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Tabel III.1 

Rumusan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 

NO Isu Strategis 

Dinamika 

Internasional 

Dinamika Nasional Dinamika 

Regional/Lokal 

Lain-lain 

1. - Penerapan Fungsi GPR 

(Government Public 

Relations) 

Partisipasi 

masyarakat dalam 

pemanfaatan TIK 

Komitmen pimpinan 

dalam 

pengembangan TIK 

2. - Media informasi dan 

komunikasi yang digunakan 

oleh masyarakat 

Sarana dan prasarana 

Komunikasi 

penunjang 

Operasional 

Pemerintah 

Kewenangan dalam 

menangani TIK, 

Informatika 

(telematika), jasa pos 

dan telekomunikasi 

3. - Sistem pengamanan data 

dan Jaringan TIK (Firewall, 

fortigate, colocation, ISO) 

Penyelenggaraan 

statistik sektoral 

Jumlah tenaga teknis 

dan tenaga ahli 

4. - Jaminan keamanan sistem 

TIK 

Kemampuan 

Integrasi sistem 

pelayanan publik 

Komposisi PNS dan 

tenaga OS 

5. - Legalitas Penyelenggaraan 

Jasa Pos dan 

Telekomunikasi 

Pengembangan 

Infrastruktur TIK 

Distribusi 

Infrastruktur 

Jaringan 

6. - Kesenjangan Kemampuan 

TIK Masyarakat 

Distribusi sistem 

aplikasi dalam 

menerapkan e-

government 

- 

7. - - Pengelolaann 

Website Pemerintah 

Kabupaten secara 

terintegrasi 

- 

8. - - Lembaga maupun 

institusi Pendidikan 

di Serdang Bedagai 

yang bergerak di 

bidang TIK 

- 

9. - - Distribusi sarana 

pembelajaran TIK 

bagi masyarakat 

- 

10. - - Kapasitas sarana dan 

prasarana komunikasi 

internal penunjang 

operasional 

pemerintah 

- 
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 Isu-isu yang teridentifikasi pada tabel diatas saling mempengaruhi satu sama lain. Salah 

satunya adalah isu strategis tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK tentang 

bagaimana mensosialisasikan layanan publik yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat agar 

mereka mau memanfaatkannya, diperlukan pengelolaan komunikasi dan informasi kepada 

khalayak yang berkaitan dengan Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan 

Fungsi GPR (Government Public Relations).  Selain bersifat peluang, isu strategis juga dapat 

menjadi ancaman bila tidak diantisipasi terutama jika potensi ancaman tersebut berasal dari 

permasalahan internal. Salah satunya adalah permasalahan masih kurangnya jumlah tenaga 

teknis dan tenaga ahli TIK. Hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan tenaga ahli TIK dari 

dalam maupun luar Serdang Bedagai. 

 

III.2 Telaah Visi, Misi an Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih  

 Bupati Serdang Bedagai mempunyai visi pembangunan daerah jangka menengah 

Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah “MENJADIKAN KABUPATEN 

SERDANG BEDAGAI SEBAGAI  KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF DAN 

BERKELANJUTAN”  

 Makna dalam visi tersebut adalah :  

 Menjadikan adalah upaya yang dilakukan dalam membentuk sesuatu yang diharapkan 

atau dicita-citakan. 

 Kabupaten Serdang Bedagai adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara 

yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan  Kabupaten 

Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. 

 Unggul adalah kemampuan mengelola sumber daya lokal yang lebih efektif dan efisien, 

bekerja keras, rajin, mampu, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas daya saing daerah 

sehingga menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki nilai tambah dari daerah lainnya. 
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 Inovatif adalah memanfaatkan setiap peluang guna mendorong kemandiran masyarakat 

dalam mewujudkan hal-hal terbarukan dalam pelaksanaan proses pembangunan yang dapat 

meningkatkan daya saing produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

 Berkelanjutan adalah mendorong produktivitas dan pelaksanaan pembangunan yang 

dilaksanakan dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat saat ini dan yang akan datang, 

sehingga dapat tercipta pemerataan pembangunan serta perlindungan terhadap masyarakat yang 

marginal. 

Guna mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut maka ditempuh melalui 5 (lima) misi 

pembangunan daerah sebagai berikut : 

 Misi  Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada 

umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas 

pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan 

kehidupan berbudaya dan bermartabat. 

 Misi Kedua, meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan 

sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan. 

 Misi Ketiga, mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan 

kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang 

berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan. 

 Misi Keempat, memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial 

menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing. 

 Misi Kelima, mendorong pemberdayaan dan kemandirian dan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1. Visi dan Misi 

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana suatu organisasi harus di bawa agar 

dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran menantang tentang keadaan 

masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi. 

Memperhatikan potensi dan permasalahan pelaksanaan perencanaan pembangunan 

daerah 5 (lima) tahun ke depan, adapun visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Serdang Bedagai 2016-2021 “Mewujudkan Pelayanan Komunikasi Publik yang Unggul, 

Inovatif dan Berkelanjutan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Menuju 

Masyarakat Sergai yang Informatif”. 

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan suatu yang ingin 

dicapai. Pernyataan Misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa 

organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Sehubungan dengan 

pengertian tersebut dan berkaitan dengan Visi, serta mencermati Mandat (Tupoksi), maka Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai Misi sebagai berikut 

a. Mengoptimalkan kwalitas pelayanan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika 

b. Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia baik Masyarakat ada Umumnya dan Aparatur 

Khususnya melalui Pemanfataan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

c. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

secara efisen dan handal. 

d. Menyajikan Informasi yang berkwalitas dan akuntabel. 

e. Meningkatkan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. 
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4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

 Untuk menjamin pelaksanaan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Serdang Bedagai, maka ditetapkan beberapa Tujuan dan Sasaran sebagai berikut : 

1) Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat. 

a. Meningkatnya penyebarluasan informasi melalui media massa 

b. Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik di OPD 

c. Meningkatnya Penyebarluasan informasi melalui publikasi dan penerbitan 

d. Meningkatnya promosi potensi Kabupaten Serdang Bedagai 

e. Meningkatnya minat masyarakat di bidang Kehumasan. 

f. Meningkatnya pengetahuan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi  

2) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informatika yang Optimal 

a. Meningkatnya sarana dan prasarana Informasi dan Komunikasi yang berbasis IT 

b. Meningkatnya pelayanan jaringan Informasi dan komunikasi 

3) Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi yang berbasis IT 

c. Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi melalui Teknologi Informatika 

d. Meningkatnya pelayanan Publik yang berbasis IT. 

 Berikut ini disajikan tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta indikator 

sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai : 
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4.3. Strategi dan Kebijakan 

 Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai, maka ditetapkan beberapa Strategi dan Kebijakan 

yang akan mendukung pencapaian target kinerja dari Tujuan dan Sasaran Strategis yang ada : 

Tabel Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai 

SASARAN STRATEGIS STRATEGI KEBIJAKAN 

Terbangunnya sistem dan proses kerja Pemerintah 

Kabupaten Serdang Bedagai dengan Pemanfaatan 

Teknologi Informasi. 

1. Meningkatkan  penggunaan Teknologi Informasi untuk seluruh OPD  

2. Mendorong OPD dalam penggunaan sistem dan proses kerja dengan 

menggunakan Sistem Informasi yang berbasis IT. 

Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi 

Terbangunnya Infrastruktur jaringan Informasi dan 

Komunikasi di Kabupaten Serdang Bedagai 

1. Membangun perangkat infrastruktur jaringan keseluruh OPD sampai 

dengan Kecamatan dan Desa. 

2. Membangun jaringan melalui kabel FO ataupun Radi0 

1. Pembangunan Menara/Tower jaringan 

 

2. Pendistribusian jaringan ke seluruh OPD melalui 

FO/Radio 

Tersedianya Fasilitas Informasi dan Komunikasi 

serta layanan pengaduan masyarkat. 

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik 

2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD 

1. Menyediakan media-media informasi dan 

komunikasi publik bagi masyarakat 

2. Optimalisasi PPID dan layanan pengaduan yang 

sudah ada. 

3. Meningkatkan Koordinasi antar OPD dalam 

penanganan pelayanan informasi dan pengaduan 

masyarakat. 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

  

 Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan 

strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan 

kegiatan indikatf. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan 

kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai konstribusi dalam pencapaian Visi dan Misi 

organisasi. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada 

bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang 

diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, Visi, dan Misi organisasi.   

 Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan 

sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan 

adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif 

sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, 

keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Syarat 

utama dalam perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penyesesuaian RPJMD 

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Rancangan Renstra SKPD Seperti pada gambar 

V.1  
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Gambar V.1  

Keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai urusan Komunikasi dan 

Informatika masih di jalankan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten 

Serdang Bedagai karene Dinas Komunikasi dan Informatika belum terbentuk. Pada Tahun 2016 

telah menetapkan program dan indikator milik Kabupaten yang diemban oleh masing-masing 

SKPD. Untuk Bagian Hubungan Masyarakat mendapat 5 program  

 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Persentase Pencapaian 

Standar Pelayanan Prima Administrasi Perkantoran. Untuk merealisasikan program ini, dana 

yang dialokasikan adalah Rp. 325.000.000,- 

2.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator Persentase Sarana 

dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik. Untuk merealisasikan  program ini, dana yang 

dialokasikan adalah Rp. 201.200.000,-. 
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3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dengan indikator 

Persentase Peningkatan SDM Bidang Kominfo yang memiliki kompetensi. Untuk 

merealisasikan program ini, dana yang dialokasikan adalah Rp. 287.600.000,- 

4. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan indikator Persentase Informasi 

Pembangunan yang terpublikasi. Untuk merealisasikan program ini, dana yang dialokasikan 

adalah Rp. 1.575.400.000,- 

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan indikator 

Persentase publikasi melalui pertunjukkan dan media cetak. Untuk merealisasikan program 

ini, dana yang dialokasikan adalah Rp. 1.136.475.000,- 

Pada tahun 2017-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai 

mendapatkan 13 (tiga belas) program, yakni: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Persentase Pencapaian 

Standar Pelayanan Prima Administrasi Perkantoran. Untuk merealisasikan program ini dana 

yang di alokasikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.030.000.000,- Tahun 2018 sebesar                

Rp. 2.811.000.000,- Tahun 2019 sebesar Rp. 2.935.000.000,- Tahun 2020 sebesar                   

Rp. 2.940.000.000,- dan Tahun 2021 sebesar Rp. 2.945.000.000,- yang terbagi kedalam 

beberapa kegiatan. Adapun kegiatan tersebut adalah  : 

1.1 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, kegiatan ini adalah 

penyediaan surat kabar dan majalah untuk bahan bacaan Bupati, Wakil, Sekda dan 

para Asisten serta untuk kliping kehumasan. 

1.2  Rapat-rapat koordinasi keluar daerah, kegiatan ini adalah rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi keluar daerah Kabupaten Serdang Bedagai termasuk luar Provinsi Sumatera 

Utara. 

1.3 Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah, kegiatan ini adalah rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi didalam daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 
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1.4 Penyediaan Jasa Perizinan, kegiatan ini adalah pengurusan perpanjangan Izin Siara 

Radio (ISR) Sergai FM dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Radio Sergai FM. 

1.5 Penyediaan alat tulis kantor, kegiatan ini adalah penyediaan peralatan tulis kantor 

untuk operasional harian Dinas Komunikasi dan Informatika. 

1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, kegiatan ini adalah untuk mencetak 

kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika serta penggandaan surat-surat. 

1.7 Bimtek  / Rakornis, kegiatan ini adalah untuk mengikuti Bimtek/Rakornis terkaita 

dengan kehumasan maupun e-government demi menunjang dan meningkatkan SDM 

di Dinas Komunikasi dan Informatika.  

1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, kegiatan ini adalah untuk penyediaan tenaga 

kebersihan kantor dan pembelian peralatan kebersihan. 

1.9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik,  kegiatan ini adalah untuk 

penyediaan jaringan internet bagi seluruh OPD dan Kecamatan. 

1.10 Penyediaan makan dan minum tamu, kegiatan ini adalah untuk makan dan minum 

tamu yang berkunjung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang 

Bedagai. 

1.11 Penyediaan makan dan minum rapat, kegiatan ini adalah untuk penyediaan makanan 

dan minuman dalam rangka rapat-rapat teknis dan koordinasi yang dilaksanakan di 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator Persentase sarana 

dan prasarana aparatur dalam kondisi baik. Untuk merealisasikan program ini dana yang 

dialokasikan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 288.880.000,- Tahun 2018 sebesar                           

Rp. 2.283.760.000,- Tahun 2019 sebesar Rp. 1.931.520.000,-Tahun 2020 sebesar                  

Rp. 1.931.520.000,- dan Tahun 2021 sebesar 1.931.520.000,- yang terbagi kedalam 

beberapa kegiatan. Adapun kegiatan tersebut adalah  : 
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2.1 Pengadaan peralatan gedung kantor, kegiatan ini adalah untuk pembelian peralatan 

kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai. 

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, kegiatan ini adalah pemeliharan 

peralatan kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika serta Radio Sergai FM. 

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional, kegiatan ini adalah 

pemeliharaan kenderaan dinas baik penggantian suku cadang, oli dan bahan bakar. 

2.4 Pengadaan Mebeuleur, kegiatan ini adalah pengadaan meja, kursi, lemari, partisi 

ruangan dan mebeleur lainnya. 

2.5 Pengadaan kenderaan dinas/operasional, kegiatan ini adalah pengadaan kenderaan 

dinas untuk operasional lapangan Dinas Komunikasi dan Informatika. 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

dengan indikator Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Kinerja. Untuk 

merealisasikan program dana yang di alokasikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 0,- Tahun 

2018 sebesar Rp. 12.000.000,- Tahun 2019 sebesar Rp. 12.000.000,- Tahun 2020 sebesar 

Rp. 12.000.000,- dan Tahun 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- yang terbagi kedalam kegiatan 

sebagai berikut : 

3.1 Operasional SAKIP, kegiatan ini adalah penyediaan laporan keuangan dan kinerja 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 

4. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dengan indikator 

Persentase Peningkatan SDM Bidang Kominfo yang memiliki kompetensi. Untuk 

merealisasikan program dana yang di alokasikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- 

Tahun 2018 sebesar Rp. 1.165.000.000,- Tahun 2019 sebesar Rp. 1.165.000.000,- Tahun 

2020 sebesar Rp. 1.165.000.000,- dan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.165.000.000,- yang terbagi 

kedalam beberapa kegiatan. Adapun kegiatan tersebut adalah  : 



51 

 

4.1 Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi, kegiatan ini adalah kegiatan 

pelatihan wartawan unit Pemkab Serdang Bedagai untuk menambah peningkatan 

kemampuan wartawan. 

4.2 Temu Bakohumas dan Komunitas Informasi Tingkat Nasional, kegiatan ini adalah 

pertemuan Bakohumas Tingkat Regional dan Nasional serta kegiatan Komunitas 

Informasi tingkat Nasional setiap tahunnya. 

4.3 Uji Kompetensi Wartawan, kegiatan ini adalah sertifikasi dalam bentuk uji kompetensi 

kemampuan wartawan unit Pemkab Serdang Bedagai. 

4.4 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat, kegiatan ini adalah untuk membina 

kelompok informasi masyarakat yang terbentuk di setiap Kecamatan maupun Desa 

dalam bentuk Bimbingan Teknis. 

4.5 Pelatihan Aplikasi, kegiatan ini adalah kegiatan pelatihan aplikasi-aplikasi yang ada 

bagi seluruh OPD dan Kepala Desa. 

5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan indikator Persentase 

Pemanfaatan Teknologi Informasi yang berbasis IT. Untuk merealisasikan program dana 

yang di alokasikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.237.000.000,- Tahun 2018 sebesar              

Rp. 1.000.000.000,- Tahun 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- Tahun 2020 sebesar                   

Rp. 1.000.000.000,- dan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang terbagi kedalam 

beberapa kegiatan. Adapun kegiatan tersebut adalah  : 

5.1 Smart Region, kegiatan ini adalah kegiatan pembangunan Data center untuk penerapan 

e-Government. 

5.2 Command Center, kegiatan ini adalah pembentukan Command Center sebagai tempat 

untuk koordinasi, memonitor dan mengontrol terhadap seluruh tindakan yang 

diperlukan. 
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6. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indikator 

Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan melalui aplikasi IT. Untuk 

merealisasikan program dana yang di alokasikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 0,- Tahun 

2018 sebesar Rp. 826.500.000,- Tahun 2019 sebesar Rp. 1.330.000.000,- Tahun 2020 

sebesar Rp. 1.395.000.000,- dan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.470.000.000,- yang terbagi 

kedalam beberapa kegiatan. Adapun kegiatan tersebut adalah  : 

6.1 Pembangunan sarana dan prasarana jaraingan Komunikasi dan Informasi, kegiatan ini 

adalah pembangunan menara-menara untuk jaringan dan sarana serta prasarana 

lainnya. 

6.2 Pembangunan Sistem Informasi pelayanan publik dan sistem informasi manajemen. 

Kegiatan ini adalah membangun aplikasi sistem informasi pelayanan publik dan 

aplikasi Sistem Informasi Manajemen. 

6.3 Pemeliharaan sarana jaringan komunikasi dan informasi, kegiatan ini adalah 

pemeliharaan atau perawatan saranga jaringan komunikasi dan Informasi antar OPD di 

Kabupaten Serdang Bedagai. 

6.4 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi, sistem ini adalah pembangunan dan 

pengembangan aplikasi-aplikasi yang terbaru  serta update aplikasi yang sudah ada. 

6.5 Pengadaan software, kegiatan ini adalah pengadaan software (perangkat lunak) untuk 

menunjang operasional e-Government di Kabupaten Serdang Bedagai. 

6.6 Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, 

kegiatan ini adalah monitoring dan pengawasan  penyelenggaraan jasa pos dan 

telekomunikasi di Kabupaten Serdang Bedagai. 

6.7 Peningkatan dan pendayagunaan Open Source Software, kegiatan ini adalah dalam 

rangka meningkatkan open source software. 



53 

 

6.8 Sosialisasi dan Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, kegiatan ini adalah 

pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

7. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi dengan indikator 

Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan internet. Untuk merealisasikan program dana 

yang di alokasikan hanya pada tahun 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- dalam bentuk kegiatan 

sebagai berikut : 

7.1 Studi kelayakan pengembangan jaringan W-LAN, kegiatan ini adalah survey studi 

kelayakan lokasi dalam rangka pengembangan jaringan W-LAN. 

8. Program Pengembangan Data/Informasi dengan indikator Persentase aplikasi OPD berbasis 

web yang terintegrasi. Untuk merealisasikan program dana yang di alokasikan pada tahun 

2017 sebesar Rp. 0,- Tahun 2018 sebesar Rp. 548.000.000,- Tahun 2019 sebesar                      

Rp. 548.000.000,- Tahun 2020 sebesar Rp. 548.000.000,- dan Tahun 2021 sebesar                     

Rp. 548.000.000,- yang terbagi kedalam beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut adalah  : 

8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan website Serdang Bedagai, kegiatan ini adalah 

pemeliharaan rutin dan update data Website Serdang Bedagai. 

8.2 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik, kegiatan ini 

adalah pemeliharaan dan perawatan sistem Informasi pelayanan publik. 

8.3 Integrasi aplikasi pelayanan publik yang berbasis website, kegiatan ini adalah 

pengintegrasian aplikasi pelayanan publik yang berbasis website. 

9 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan indikator Persentase Informasi 

Pembangunan yang terpublikasi. Untuk merealisasikan program dana yang di alokasikan 

pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.782.000.000,- Tahun 2018 sebesar Rp. 2.307.000.000,- 

Tahun 2019 sebesar Rp. 2.357.000.000,- Tahun 2020 sebesar Rp. 2.357.000.000,- dan 

Tahun 2021 sebesar Rp. 2.357.000.000,- yang terbagi kedalam beberapa kegiatan. Adapun 

kegiatan tersebut adalah  : 
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9.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, kegiatan ini adalah penyebaran 

informasi Pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai baik melalui media cetak, 

elektronik dan Radio. 

9.2 Kerjasama sosialisasi penyebaran informasi dengan media massa, kegiatan ini adalah 

kerjasama dengan pihak media massa/media cetak dalam hal penyebaran informasi 

pembangunan melalui tulisan dalam bentuk advertorial di media cetak. 

9.3 Silaturrahmi dengan Insan Pers, kegiatan ini adalah  kegiatan temu pers terpadu 

dengan para wartawan atau jurnalis dengan Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Serdang 

Bedagai.  

9.4 Intelijen Media Manajemen, kegiatan ini adalah menganalisis berita di media massa 

baik cetak, online, elektronik dan media massa lainnya. 

10 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan indikator 

Persentase OPD yang sudah melaksanakan KIP. Untuk merealisasikan program dana yang 

di alokasikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 0,- Tahun 2018 sebesar Rp. 635.000.000,- Tahun 

2019 sebesar Rp. 575.000.000,- Tahun 2020 sebesar Rp. 585.000.000,- dan Tahun 2021 

sebesar Rp. 575.000.000,- yang terbagi kedalam beberapa kegiatan. Adapun kegiatan 

tersebut adalah  : 

10.1 Operasional PPID, kegiatan ini adalah Operasional Sekretariat PPID Kabupaten 

Serdang Bedagai. 

10.2 Operasional Media Center, kegiatan ini adalah untuk operasional Media Center 

Kabupaten Serdang Bedagai. 

10.3 Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, kegiatan ini adalah penyelenggaraan 

sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 
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10.4 Pendataan, monitoring dan evaluasi lembaga penyiaran, kegiatan ini pendataan 

lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. 

10.5 Pendataan, monitoring dan evaluasi Menara Telekomunikasi, kegiatan ini adalah 

pendataan menara-menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. 

11 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan indikator 

Persentase Publikasi melalui Pertunjukkan dan Media Cetak. Untuk merealisasikan program 

dana yang di alokasikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 998.620.000,- Tahun 2018 sebesar           

Rp. 2.288.120.000,- Tahun 2019 sebesar Rp. 2.275.620.000,- Tahun 2020 sebesar                  

Rp. 2.293.120.000,- dan Tahun 2021 sebesar Rp. 2.275.620.000,- yang terbagi kedalam 

beberapa kegiatan. Adapun kegiatan tersebut adalah  : 

11.1 Penyebarluasan Informasi melalui penerbitan, publikasi dan pameran, kegiatan ini 

adalah penyebaran informasi Pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai baik melalui 

penerbitan, dan pameran. 

11.2 Pengembangan Lembaga Komunikasi dan Informasi Masyarakat, kegiatan ini adalah 

fasilitasi pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di 

Kabupaten Serdang Bedagai. 

11.3 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat,  kegiatan ini 

adalah  penyebaran informasi melalui Pertunjukkan Rakyat dan Kelompok Informasi 

Masyarakat. 

11.4 Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang, kegiatan ini adalah penyebaran 

informasi melalui media luar ruang seperti Bilboard, Baliho, Spanduk dan lain-lain. 

11.5 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, kegiatan ini adalah penyediaan Pakaian Kerja 

Lapangan Dinas Kominfo Kabupaten Serdang Bedagai. 

11.6 Penerbitan Bulletin Serdang Bedagai, kegiatan ini adalah penerbitan media cetak lokal 

dalam bentuk Bulletin. 
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12 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan indikator Peningkatan 

Penyebaran Informasi Potensi Kabupaten. Untuk merealisasikan program dana yang di 

alokasikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 0,- Tahun 2018 sebesar  Rp.395.000.000,- Tahun 

2019 sebesar Rp. 0,- Tahun 2020 sebesar   Rp. 0,- dan Tahun 2021 sebesar Rp. 0,- yang 

terbagi kedalam beberapa kegiatan. Adapun kegiatan tersebut adalah  : 

12.1 Updating Selayang Pandang Kabupaten Serdang Bedagai, kegiatan ini adalah 

pembuatan Video Selayang Pandang Kabupaten Serdang Bedagai. 

12.2 Penerbitan Buku Selayang Pandang, kegiatan ini adalah pembuatan dan pencetakan 

Buku Selayang Pandang Kabupaten Serdang Bedagai. 

13 Program Perlombaan Kehumasan dengan indikator Persentase minat masyarakat ikut 

perlombaan. Untuk merealisasikan program dana yang di alokasikan pada tahun 2017 

sebesar Rp. 0,- Tahun 2018 sebesar Rp. 260.000.000,- Tahun 2019 sebesar                                 

Rp. 300.000.000,- Tahun 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- dan Tahun 2021 sebesar                     

Rp. 300.00.000,- yang terbagi kedalam beberapa kegiatan. Adapun kegiatan tersebut adalah   

13.1 Lomba Fotografi, kegiatan ini adalah perlombaan fotografi bagi masyarakat umum 

Pelajar dan Wartawan. 

13.2 Lomba Menulis Essai Hari Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, kegiatan ini adalah 

perlombaan menulis Essai dalam rangka hari Jadi Kabupaten Serdang Bedagai bagi 

masyarakat umum Pelajar dan Wartawan. 

13.3 Lomba Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai, 

kegiatan ini adalah perlombaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bagi seluruh 

kelompok KIM di Kabupaten Serdang Bedagai. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

 Dalam rangka melaksanakan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan pada 

tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya perencanaan jangka menengah, 

yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informaika 

Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Serdang Bedagai telah memulai Tahapan penyusunan Renstra Setdakab Serdang Bedagai 

2016-2021 dengan melakukan Orientasi Pelayanan SKPD dan Penyusunan Rancangan 

Renstra Dinas Komunikasi dan Informtaika Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021. 

 Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mempermudah seluruh Stakeholder untuk 

lebih fokus pada Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informtaika Serdang Bedagai 

2016-2021. Sehingga Strategi dan Kebijakan yang akan dirumuskan akan lebih baik. 
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

NOMOR             TAHUN 2017  
 

TENTANG 
 

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

TAHUN 2016 – 2021 
 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, 
 

Menimbang  : a bahwa sehubungan dengan penetapan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 
384/18.27/Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dan Penetapan Rencana 
Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 – 2021, 
maka perlu dilakukan penetapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Serdang Bedagai Tahun 2016 – 2021; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan 
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 
2016 – 2021; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan 

Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara; 
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah; 
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang  Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan 
Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Serdang Bedagai; 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan  
Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 

  12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah pada Pemerintah  Kabupaten Serdang Bedagai; 

 
 
 
 
 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERDANG 

BEADGAI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016 – 2021. 

 
KESATU : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 

– 2021 merupakan Dokumen perencanaan jangka menengah dan menjadi pedoman dalam 
menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang 
Bedagai selama periode 2016 – 2021. 

 
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian 

hari terdapat kekeliruan  atau kesalahan di dalamnya, akan di adakan perbaikan dan 
perubahan sebagaimana semestinya. 

  
 
   Ditetapkan di : Sei Rampah 
   Pada tanggal    :  
 
   KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
   KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 
 
 
 
 
   H. IKHSAN, AP 
   Pembina Tk. I 
   NIP. 197505 199311 1 001 
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